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Tata Kelola Perusahaan

(Good Corporate Governance)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merta akan berdampak pada pola hidup

dan perilaku manusia , termasuk dalam hal pola dan perilaku tata kelola keuangannya. Bank

sebagai lembaga layanan jasa keuangan pastinya akan beradaptasi dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, tiada lain adalah untuk memberikan kemudahan

kepada nasabah dalam menatakelola keuangannya. Kebijakan perluasan dan peningkatan

model layanan , penyesuaian produk-produk bank terhadap kebutuhan masyarakat kekinian,

akan berjalan seiring dengan meningkatnya potensi risiko yang dapat berdampak kerugian

pada bank baik secara material maupun non material.

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Bank dalam menjalankan usahanya

bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank

tersebut.

Dengan tata kelola yang baik , tentunya perusahaan diharapkan tetap dapat bersaing ditengah-

tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata kelola yang baik,

menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, selalu inisiatif penuh

inovatif dalam menjalankan tata kelola bank tanpa mengsampingkan prinsip kehati-hatian

dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Hal ini akan semakin menguatkan dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.
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KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank menyadari bahwa kaidah yang terkandung dalam prinsip – prinsip tata kelola bertujuan

untuk menyeimbangkan antara kepentingan Bank dengan stakeholder. Penerapan tata kelola

yang sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi solusi efektif bagi berbagai pihak sehingga

pengelolaan Bank menjadi lebih Profesional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen nyata dari Bank dalam menerapkan

tata kelola dilingkungan perusahaan. Komitmen penerapan tata kelola tidak hanya sekedar

sebagai pemenuhan aturan yang berlaku namun praktinya juga harus dilandasi oleh kesadaran

tentang pentingnya tata kelola bagi menengakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang

sehat dan berkesinambungan. Tata kelola sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan

organisasi secara terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan

pelaksanaan nilai-nilai dan etika bank.

Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang berkualitas yang inovatif

sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan

implementasi kelola perusahaan yang baik. Bank yakin berkomitmen atas penerapan tata

kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja

bank secara keseluruhan.

Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang

berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (good corporate

governance-GCG). Dengan meningkatkan penerapan GCG, BPR dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan daya saingnya. Dorongan perbaikan GCG untuk BPR ini

dikukuhkan dengan dikeluarkannya peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat. PT BPR Asia Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris , Direksi dan

seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan

yang baik ( Good Corporate Governance ) dan prinsip  kehati-hatian dalam setiap kegiatan

bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian

utama dari “GOVERNANCE STRUCTURE“  dengan di dukung ketersediaan dan kesiapan
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infrastruktur lainnya untuk melakukan proses ( Governance Process ) dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya dengan baik.

Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance (GCG), termasuk Pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip

transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. PT BPR Asia

Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaanya secara menyeluruh dan

berkesinambungan dalam semua aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi yakin seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari dewan komisaris ,

Direksi dan seluruh karyawan. Penerapan Prinsip dasar Good Corporate Governance pada

industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan

semua pihak ( stakeholders ) dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR dalam

menghadapi persaingan yang ada saat ini. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang

konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi

terhadap kelangsungan usaha Bank serta PT BPR Asia Sejahtera senantiasa memperhatikan

kepentingan dan melindungi semua pihak , serta bebas dari Benturan Kepentingan ( Coflict

of Interest ).

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Asia Sejahtera yakni sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah

diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip

keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia

Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang

konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai

pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung

jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi,

sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance

dalam pengelolaan Bank.
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3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang

sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank

harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai

good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap

lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa

pengaruh / tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun,

dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan

(conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari

tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan

dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi

kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip

keterbukaan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG diatas, pada industri perbankan tersebut wajib

diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik , meningkatkan kinerja dan

mendapatkan nilai tambah bagi shareholder serta menjamin terciptanya suatu sistem

perbankan yang sehat secara umum. PT BPR Asia Sejahtera telah berusaha semaksimal

mungkin untuk dapat melaksanakan pinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , mulai dari anggota Dewan Komisaris dan

Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan

kelangsungan usaha Bank yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang

tercemin pada kinerja dan pengelolaan perusahaan yang profesional.
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PT. BPR Asia Sejahtera memiliki komitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang baik

didukung dengan adanya :

 Visi dan Misi PT. BPR Asia Sejahtera yang jelas dan realistis;

 Pedoman Tata Kelola (GCG) PT. BPR Asia Sejahtera sebagai acuan pelaksanaan GCG;

 Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;

 Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ PT. BPR Asia

Sejahtera;

 Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi

budaya PT. BPR Asia Sejahtera;

 Sistem pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi

manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;

 Penerapan mekanisme checks and balances yang proporsional;

 Pedoman pengaturan benturan kepentingan;

 Peraturan Perusahaan dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban PT. BPR

Asia Sejahtera dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal Good Corporate Governance ( GCG )

merupakan sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam

menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Struktur organisasi tata

kelola, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga

keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek tata kelola yang penting dan mencerminkan

pengelolaan organisasi sebuah perusahaan.

Tata kelola pada dasarnya merupakan sistem ( input, proses, output ) dan seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama

dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham , dewan komisaris , dan direksi demi

tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola dimasukkan untuk mengatur hubungan  ini dan

mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan

bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank

2. Mendukung  pencapaian  tujuan  Bank  melalui  peningkatan  kinerja  yang signifikan;
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3. Memaksimalkan nilai perusahaan.

4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa

pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.

5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.

6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam

melaksanakan tugasnya.

7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.

8. Mengoptimalkan hubungan risk – return yang konsisten dengan strategi bisnis.

9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari

pada prinsip‐prinsip GCG.

10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip‐ prinsip GCG.

11. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank

Oleh karena itu , PT BPR Asia Sejahtera senantiasa menerapkan tata kelola yang konsisten ,

tegas dan berkesinambungan dari jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap

karyawan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penyusunan laporan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawab

dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan PT. BPR Asia

Sejahtera sepanjang tahun 2019.

Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan berpedoman

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) adalah organ perseroan terbatas yang memiliki

kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan komisaris.

Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya ditentukan dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) terbagi dua jenis yaitu, RUPS tahunan dan RUPS

lainnya. RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib dilaksanakan tidak lebih dari enam bulan

setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan diadakan RUPS.

Pelaksanaan RUPS didahului dengan permintaan ataupun pemanggilan terhadap pemegang

saham. Pemanggilan dilakukan oleh direksi perusahaan, namun dalam keadaan tertentu

pemanggilan dapat dilakukan oleh komisaris ataupun oleh pemegang saham.

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan

Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk auditor independen

Perseroan, memutuskan alokasi keuntungan usaha, menetapkan remunerasi dan kompensasi

anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau

hal strategis lainnya yang diusulkan oleh Direksi.

1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS yaitu sebagai berikut :

 RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.

 RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada

para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat

kabar.

 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS

diadakan.

 Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan

semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

 RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
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 Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi.

 Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Dewan Komisaris.

 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin

oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan

suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar PT. BPR Asia

Sejahtera.

Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam

RUPS. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan , suara yang di keluarkan

oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham

tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari

saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara , anggota

Direksi , Dewan Komisaris , dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa

dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS , suara

kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk

rapat tersebut.

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera telah menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 18 Februari 2019 yang diadakan di

Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera. Sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan,
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telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu pada tanggal 01 Februari 2019 melalui

surat panggilan kepada seluruh pemegang saham.

Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas setiap agenda) yang

dibahas dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan dan

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadir serta didokumentasikan

dengan baik.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan

Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah 5.000

saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh

pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan, yaitu :

Dewan Komisaris

Kim Han Komisaris Utama

Meri Komisaris

Direksi

Kumala Dewi Direktur Utama

Kelly Direktur (Yang membawahi Fungsi

Kepatuhan)

Pimpinan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR

Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.
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Agenda RUPS Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera yaitu

sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera mengenai jalannya

perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk laporan tugas pengawasan selama

tahun buku 2018

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018

3. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai

berikut :

a. Pembagian Deviden

b. Pembagian Tantiem Direksi

c. Pembagian bonus prestasi karyawan

b. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Selama tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan Rapat Umum

Pemegang Saham Lainnya sebanyak 6 (enam) kali. Seluruh rapat yang

diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh pemegang

saham, dewan komisaris dan direksi.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2019 sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1 04 Januari 2019 - Pembagian Bonus / Tantiem Tahun 2019

- Pembahasan kenaikan gaji dekom dan direksi tahun 2019

- Penghapusan pengakuan dan pencatatan inventaris pada

RUPS No. V /BAS/2014

2 26 Maret 2019 - - Pembahasan kekurangan bayar pajak tahun 2015

- - Pembahasan ulang terkait fasilitas dewan komisaris dan

- direksi

3 16 Mei 2019 Penyelesaian AYDA yang telah jatuh tempo diatas 2 tahun

4 14 Juni 2019 Pembahasan terkait pembelian mobil kantor yang melebihi

anggaran dalam rencana bisnis tahun 2019

5 01 November 2019 Penunjukan kantor akuntan publik atas audit laporan
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keuangan PT.BPR Asia Sejahtera tahun buku 2019

6 09 Desember 2019 - Pembagian Tunjangan Akhir Tahun

- Penetapan tanggal pembagian TAT

- Penetapan Rencana Bisnis BPR 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya membahas permasalahan-permasalahan

berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan

dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan

rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan

didokumentasikan dengan baik.
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DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara

kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta

memastikan bahwa Bank melaksanakan Tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas

pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata

kelola perusahaan ( good corporate governance ). Dewan komisaris secara terus menerus

memantau efektivitas kebijakan perusahaan , kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh

direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya.

Anggota dewan komisaris diangkat serta ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi,

misi dan rencana strategi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang

efektif, tepat , cepat serta dapat bertindak independen . Anggaran dasar perusahaan mengatur

tentang tata cara pencalonan , pengangkata, penggantian dan pemberhetian anggota dewan

komisaris.

1. Acuan Hukum

 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank

Perkreditan Rakyat

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank

Perkreditan Rakyat

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon

Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian

kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian

Kembali Bagi Pihak Utama Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

 Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

 Masa Jabatan Dewan Komisaris

 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

 Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan WewenangDewanKomisaris

 Aspek Transparansi dan Larangan bagi DewanKomisaris

 Orientasi dan Pelatihan DewanKomisaris

 Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

 Rapat Dewan Komisaris

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Dewan Komisaris PT. BPR Asia

Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagai

berikut :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang anggota

sebagai Komisaris Utama, dan 1 anggota lainnya sebagai Komisaris. Komposisi

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur

bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak

sama dengan jumlah anggota Direksi.
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- Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan

berdomisili di Kota Tanjungpinang yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR

Asia Sejahtera.

- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan

dapat diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir

dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris

akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2021.

- Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan Check and Balance,

menghindari benturan kepentingan (confict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya

serta melindungi kepentingan stakeholders. Saat ini, PT. BPR Asia Sejahtera belum

diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen dikarenakan PT. BPR Asia

Sejahtera memiliki modal inti < Rp 50.000.000.000,-.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota

Dewan Komisaris dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test) sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain wajib memenuhi

persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota

Dewan Komisaris Bank, antara lain sebagai berikut :

a. Persyaratan integritas meliputi :

 Cakap melakukan perbuatan hukum

 Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena

terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum

dicalonkan

 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan

mendukung kebijakan OJK

 Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat



PT. BPR Asia Sejahtera | Laporan Tata Kelola 2019 15

 Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama

antara lain calon anggota Dewan Komisaris tidak tercantum dalam Daftar

Tidak Lulus

 Bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang untuk menjadi

Pihak Utama, harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau

mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang

bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak

Utama

b. Persyaratan kompetensi meliputi :

 Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan

jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR

termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko

 Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara

lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit,

pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di

bidang pengawasan lembaga jasa keuangan

c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :

 Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet

 Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang

saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera sampai dengan 31

Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No. Nama Jabatan

1 Kim Han Komisaris Utama

2 Meri Komisaris
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4. Independensi Dewan Komisaris

Sejalan dengan ketentuan untuk anggota Dewan Komisaris yaitu Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan

Rakyat Pasal 27 Ayat 3 berbunyi “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang

memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama

anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “

Dewan Komisaris PT BPR Asia Sejahtera beranggotakan 2 ( dua ) orang , yang terdiri

dari 1 ( satu ) orang Komisaris Utama dan 1 ( satu ) orang Komisaris . Anggota Dewan

Komisaris telah mengungkapkan bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris PT. BPR

Asia Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT. BPR Asia

Sejahtera. Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Dewan

Komisaris

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Dewan

Komisaris

Direksi Pemegang

Saham

Dewan

Komisaris

Direksi Pemegang

Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Kim Han - √ - √ - √ - √ - √ - √

Meri - √ - √ √ - - √ - √ - √

5. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap

jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat, yaitu :

a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain

sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah

b. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau

Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank

Umum.
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Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera

tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan yang

berlaku.

Berikut ini adalah daftar jabatan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2019 :

Nama Jabatan di

PT. BPR Asia

Sejahtera

Jabatan di BPR / Perusahaan Lain

Kim Han Komisaris Utama  Komisaris Utama PT. BPR Central Sejahtera

Meri Komisaris  Komisaris PT.Energi Sejahtera

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga

dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta

tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan

fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

 Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama

dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar,

dan prinsip kehati-hatian bank.

 Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh

semua anggotanya.

 Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada

setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

 Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan,

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR meliputi :

 Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh

Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
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memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

 Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari

Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh

Dewan Komisaris.

 Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan

operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan

yang mengatur mengenai BMPK

 Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau

Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR.

 Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya

komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa

Keuangan.

 Dewan Komisaris wajib memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau

perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya

pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

 Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja

anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.

 Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan

saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.

 Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal

seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris

berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara

anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

7. Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT.BPR Asia Sejahtera berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata

kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam
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melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis

perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan

kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan

dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan

Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan

Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

a. Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk

menyelesaikan NPL

b. Penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempoh

c. Melakukan Penyesuaian sesuai dengan Peraturan baru

d. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan

prinsip kehati-hatian.

e. Perhatikan pernyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian

kredit.

f. Rasio BOPO agar dapat dijaga dengan baik.

g. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar

dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana

bisnis dan anggaran bank.

h. Direksi memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan

modal minimum dan tingkat kesehatan bank.

i. Direksi segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi

lainya.

8. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi para anggota Dewan Komisaris untuk

mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola

Perseroan. Rapat Dewan Komisaris terdapat dua jenis yaitu Rapat Dewan Komisaris dan

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris

harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris

yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.
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Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3

(bulan) dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan

dengan menggunakan teknologi konferensi, video konferensi atau sarana media

elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan agenda rapat mengenai rencana bisnis

BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi / penetapan kebijakan strategis, evaluasi

realisasi rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan

kehadiran langsung.

4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat

kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau

diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris

dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat.

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris

Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris

yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris

hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili

dalam rapat.

8. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat.

9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan

menentukan.
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11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang

diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang

hadir.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah

diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang

diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil

dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

13. Segala keputusan Dewan Komisaris yang diambil bersifat mengikat dan menjadi

tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan

didokumentasikan secara baik.

2. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan

secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

3. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman

penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani kemudian oleh

seluruh peserta telekonferensi.

4. Salinan rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota

Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan

Komisaris.

5. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
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Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan 13 (tiga belas) kali rapat,

dengan komposisi Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dan Rapat Gabungan

Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali. Seluruh rapat yang

diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris.

Dalam hal ini, PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR mengenai minimal rapat

DewanKomisaris.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda

rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan

mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda

dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang

diadakan selama tahun 2019 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

Rapat Dewan Komisaris

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1 04 Januari 2019 Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober s/d Desember

2018

2 15 April 2019 Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari s/d Maret

2019

3 08 Juli 2019 Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April s/d Juni 2019

4 03 Oktober 2019 Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli s/d September

2019

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1 01 Februari 2019 Penyelesaian Agunan AYDA
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2 25 Juli 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

3 12 Agustus 2019 Premi Pengalihan Asuransi Himalaya Ke Sinarmas

4 15 Agustus 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

5 04 November 2019 Lelang , Penyerahan Agunan dan Penyelesaian Agunan

AYDA

6 18 November 2019 - Premi Pengalihan Asuransi Kebakaran Himalaya

Pelindung Ke SIMAS

- Strategi Untuk Pencapaian Rasio KPMM Sebesar 12 %

Untuk Akhir Bulan November

- AYDA Jatuh Tempo

7 05 Desember 2019 Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2020

8 09 Desember 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

9 27 Desember 2019 Penyerahan Agunan

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota

Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan

Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 :

Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Kim Han 4 4 100 %

Meri 4 4 100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Dewan Komisaris Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Kim Han 9 9 100 %

Meri 9 9 100 %

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit

1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris,

sehingga jumlah kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam

setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris
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telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut

telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris :

Nama

Dewan

Komisaris

Kepemilikan Saham

PT. BPR Asia

Sejahtera

Bank Lain Lembaga

Keuangan

Bukan Bank

Perusahaan Lain

Meri PT. BPR Asia

Sejahtera

( 20% )

PT. BPR Central

Sejahtera

( 20% )

- PT. Energi

Sejahtera ( 10% )

PT. Bintan

Sumber Sejahtera

( 10 % )

10. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per

komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris

Orang dalam Ribuan Rupiah

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin,

tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk

non-natura)

2 624.642

2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura :

a. Tunjangan Perjalanan Dinas - 350

b. Tunjangan Kesehatan - -

Total 624.992

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah

Rp 624.991.792,- yang diterima selama tahun 2019.
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DIREKSI

Organ BPR yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur (  yang membawahkan

fungs i Kepatuhan ) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR

untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai

visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung

jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi Berkerja berdasarkan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota direksi untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai prinsip – prinsip

tata kelola perusahaan yang baik.

1. Acuan Hukum

 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank

Perkreditan Rakyat

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank

Perkreditan Rakyat

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan

Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon

Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian

kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian

Kembali Bagi Pihak Utama Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

yang mengatur antara lain mengenai :

 Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

 Masa Jabatan Direksi

 Rangkap Jabatan Direksi

 Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

 Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi

 Program Orientasi dan Pelatihan Direksi

 Etika dan Waktu Kerja Direksi

 Rapat Direksi

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah

sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagai berikut :

- Jumlah anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera per Desember 2019 beranggotakan

2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota sebagai Direktur Utama, dan 1

(satu) anggota lainnya sebagai Direktur. Komposisi Direksi telah memenuhi

ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi paling

sedikit 2 orang.

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera berkewarganegaraan Indonesia dan

berdomisili di Kota Tanjungpinang, yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR

Asia Sejahtera.

- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat

diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan

tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota

Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan
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alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 21

Maret 2021.

- Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai

anggota Direksi antara lain mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik, tidak

pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana,

serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh

anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah lulus Fit & Proper Test sebagai

anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan professional,

memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Direktur Utama dan

Direktur PT. BPR Asia Sejahtera merupakan pihak independen yang tidak memiliki

keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan

keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap anggota Dewan

Komisaris dan sesama anggota Direksi lainnya, sehingga tidak mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa

umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan

wewenang Direksi tanpa batas. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 9 yang menyebut “Anggota Direksi dilarang

memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang

tanpa batas”. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu

orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas,

wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan

ruang lingkup dan waktu.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain wajib memenuhi persyaratan

integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi

Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan

Komisaris Bank, antara lain sebagai berikut :
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a. Persyaratan integritas meliputi :

 Cakap melakukan perbuatan hukum

 Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena

terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum

dicalonkan

 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan

mendukung kebijakan OJK

 Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat

 Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama

antara lain calon anggota Direksi tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

 Bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama,

harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk

sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama

b. Persyaratan kompetensi meliputi :

 Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan

jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR

termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko

 Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang

keuangan, antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional,

pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal,

hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa

keuangan

 Harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau

lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun

 Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk

melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk

mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan,

kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan

visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan
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c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :

 Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet

 Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang

saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2019

adalah sebagai berikut :

No. Nama Jabatan

1 Kumala Dewi Direktur Utama

2 Kelly Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

4. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mayoritas anggota Direksi

dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan

sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, PT. BPR Asia Sejahtera tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki

hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham PT. BPR Asia Sejahtera. Anggota Direksi

PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan

Pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Direksi Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Dewan

Komisaris

Direksi Pemegang

Saham

Dewan

Komisaris

Direksi Pemegang

Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Kumala Dewi - √ - √ - √ - √ - √ - √

Kelly - √ - √ - √ - √ - √ - √
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5. Rangkap Jabatan Direksi

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap

jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat, yaitu :

- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain,

kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam

rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak

mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera tidak

memiliki rangkap jabatan pada Bank maupun perusahaan lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi PT. BPR Asia Sejahtera selalu menjaga

independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan

pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi

keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa direksi merupakan organ perseroan

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan AD perseroan (Pasal

1 angka (5) UU PT).

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat,

kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (“RUPS”). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,

yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan

lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar

dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu

sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.



PT. BPR Asia Sejahtera | Laporan Tata Kelola 2019 31

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung

jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota

direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satupun anggota Direksi

yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang Direksi. Dalam hal kebijakan PT. BPR Asia Sejahtera yang bersifat

strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai, baik dilakukan secara langsung

oleh Direksi sendiri maupun melalui surat edaran internal, dan media komunikasi lainnya

yang ada di PT. BPR Asia Sejahtera.

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang

dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagai berikut :

 Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Menetapkan kebijakan dalam

memimpin dan mengurus Perseroan serta mengusahakan dan menjamin terlaksananya

usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.

 Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung

jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-

undangan.

 Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan

dalam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas

kekayaan BPR.

 Direksi berhak dan berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran

usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.

 Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga

kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat

berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan

bidang tugas yang disepakati.

 Direksi memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi atau

Bagian dalam organisasi meliputi :

1. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan

kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.



PT. BPR Asia Sejahtera | Laporan Tata Kelola 2019 32

2. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama

pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

 Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua

anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan

Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.

 Direksi bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direksi yang membawahi fungsi

kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas

bank sesuai dengan porsi BPR.

 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung

jawab :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah

memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan

perundang-undangan.

- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat

oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang

menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi

penyimpangan, maka pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi

merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan

upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, maka anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya

secara berkala kepada Dewan Komisaris.

 Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
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 Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja

atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern,

hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas

lainnya.

 Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk

di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi

Kepatuhan.

 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang

saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di

bidang kepegawaian.

 Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji,

pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS

(jika ada).

 Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan

Kepegawaian Perseroan.

 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relavan, dan tepat waktu

kepada Dewan Komisaris meliputi :

1. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana bisnis dan anggaran

tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan

pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan

jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan,

baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya,

menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap

kali diminta oleh Dewan Komisaris.

 Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang

meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

 Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

maupun kepemilikan dan wajib memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang
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bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan pembatasan bahwa

untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam bentuk kredit

sebesar nominal yang menjadi kewenangannya (tidak termasuk dalam hal

mengambil uang Perseroan di bank dan tidak termasuk usaha rutin perseroan

sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku).

b. Memutuskan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan atas nama Perseroan

diluar usaha rutin Perseroan.

c. Membeli dan atau menjual termasuk mengalihkan, melepaskan hak, menjadikan

jaminan hutang yang merupakan harta tetap atas nama Perseroan.

d. Mengadakan perubahan mendasar mengenai sistem manajemen dan sistem

pembukuan, memutuskan perencanaan jangka panjang.

e. Memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada pihak lain mengenai lingkup

pekerjaan Direksi, termasuk mengangkat tenaga ahli atau konsultan.

 Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,

Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan lainnya

sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta

menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris

atau RUPS.

 Menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk

melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan

wajib menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan

bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

 Menjalankan tindakan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau

berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS bersifat mengikat dan

menjadi tanggung jawab anggota Direksi.

7. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan

yang baik. Selama tahun 2019, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas
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dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan

berfokus pada hal-hal berikut :

a. Menurunkan NPL dengan  menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

b. Menyusun strategi terhadap penyelesaikan AYDA yang akan atau telah jatuh

tempoh

c. Melakukan Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan peraturan baru

d. Meningkatkan penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian.

e. Memperhatikan pernyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum

pemberian kredit.

f. Menjaga rasio BOPO dengan baik.

g. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan

langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran

bank.

h. Memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal

minimum dan tingkat kesehatan bank.

i. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainya

8. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat menyelenggarakan Rapat

Direksi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat

mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang

berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi,

dan/atau pihak ketiga serta pengelolaan dan penetapan arah strategis Perusahaan untuk

memanfaatkan dan merawat aset-aset Perusahaan dengan cara yang konsisten dengan

tujuan dan kepentingan perseroan . Jenis rapat yang dilakukan Direksi terdiri dari Rapat

Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu :

- Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi

- Atas permintaan tertulis oleh seorang atau lebih anggota Komisaris
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- Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara

2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak

untuk dan atas nama Direksi dengan menggunakan surat tercatat yang disampaikan

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha

perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih

dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat

hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat

Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara

anggota Direksi yang hadir.

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

lebih dari ½ jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

8. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan

menentukan.

11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang

hadir.
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Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi,

asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan

persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Risalah Rapat Direksi

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh

seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

2. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam pengambilan

keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam

risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

3. Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2019, Direksi telah mengadakan 20 (dua puluh) kali rapat, dengan

komposisi Rapat Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dan Rapat Gabungan Dewan

Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan

tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang

telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat,

serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan

pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Direksi Tahun 2019

Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan

selama tahun 2019 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :
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Rapat Direksi

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1 02 Januari 2019 - Pembahasan tentang Ketentuan Perkreditan

- Rencana Mengenai Program Kredit Tanpa Agunan untuk

Usaha Mikro

2 08 Maret 2019 - Pembahasan mengenai perubahan struktur organisasi

- Pembahasan mengenai uang saku atas biaya training /

seminar

3 28 Maret 2019 Pembahasan mengenai fasilitas kredit dengan agunan

berupa sertifikat

4 15 Mei 2019 Pembahasan AYDA yang telah jatuh tempo

5 27 Mei 2019 - Pembahasan mengenai ketentuan deposito

- Pembahasan mengenai program KTA untuk usaha Mikro

- Pembahasan mengenai Promosi Karyawan

6 26 Juni 2019 Pembahasan mengenai program promosi dalam rangka

HUT BAS ke 8

7 17 Juli 2019 - Pembahasan AYDA yang telah jatuh tempo

- Pembahasan mengenai perubahan struktur organisasi

8 18 September 2019 - Pembahasan AYDA yang telah jatuh tempo

- Pembahasan mengenai perubahan struktur organisasi

9 28 Oktober 2019 - Pembahasan mengenai ketentuan deposito

10 22 November 2019 - Pembahasan Penetapan strategi penyusunan rencana bisnis

tahun 2020

11 19 Desember 2019 - Pembahasan Provisi dan biaya administrasi Perkreditan

- Pembahasan Suku bunga untuk fasilitas kredit berupa

agunan sertifikat

- Pembahasan mengenai ketentuan deposito

- Pembahasan ketentuan insentif Marketing Officer ( MO )
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Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1 01 Februari 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

2 25 Juli 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

3 12 Agustus 2019 Premi Pengalihan Asuransi Himalaya Ke Sinarmas

4 15 Agustus 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

5 04 November 2019 Lelang , Penyerahan Agunan dan Penyelesaian Agunan

AYDA

6 18 November 2019 - Premi Pengalihan Asuransi Kebakaran Himalaya

Pelindung Ke SIMAS

- Strategi Untuk Pencapaian Rasio KPMM Sebesar 12 %

Untuk Akhir Bulan November

- AYDA Jatuh Tempo

7 05 Desember 2019 Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2020

8 09 Desember 2019 Penyelesaian Agunan AYDA

9 27 Desember 2019 Penyerahan Agunan

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota

Direksi dalam Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

selama tahun 2019 :

Rapat Direksi

Nama Direksi Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Kumala Dewi 11 11 100 %

Kelly 11 11 100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Direksi Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Kumala Dewi 9 9 100 %

Kelly 9 9 100 %
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Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan

Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan

rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki saham baik pada PT. BPR Asia Sejahtera

maupun pada perusahaan lainnya.

Nama Direksi Kepemilikan Saham

PT. BPR Asia

Sejahtera

Bank Lain Lembaga

Keuangan

Bukan Bank

Perusahaan

Lain

Kumala Dewi - - - -

Kelly - - - -

10. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2019 PT. BPR Asia Sejahtera, RUPS Tahun 2019

telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada Direksi; dan

- Pembagian tantiem di antara Direksi.

11. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per

komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Direksi

Orang dalam Ribuan Rupiah

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin,

tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk

non-natura)

2 898.588

2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura :

a. Tunjangan Perjalanan Dinas 2 4.550

b. Tunjangan Kesehatan 2 1.748

Total 904.886
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Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp

904.866.120,- yang diterima selama tahun 2019.

12. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;

b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU

Perseroan Terbatas; dan

c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PT. BPR Asia Sejahtera.

13. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Program pelatihan Direksi merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu

mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-

lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan BPR.

Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 kali dalam

setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Selama tahun 2019, program pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR

Asia Sejahtera adalah sebagai berikut :

a. Direktur Utama

Nama Program

Pelatihan

Penyelenggara Lokasi Tanggal

Kumala Dewi Cash Flow

Statement and

Projections

PERBARINDO

Tanjungpinang

Bintan

Tanjungpinang 19 Januari 2019

s/d

20 Januari 2019

MINI MBA PERBARINDO

Tanjungpinang-

Bintan

Tanjungpinang 01 Maret 2019

s/d

03 Maret 2019

Seminar

Nasional Masa

Depan BPR di

Tengah

Persaingan dan

Regulasi Ketat

PERBARINDO

KEPRI

Batam 22 April 2019
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Sosialisasi

Penyampaian

Pelaporan yang

Berisi Informasi

Keuangan Secara

Otomatis

menggunakan

CRS untuk

Pelaksanaaan

Perjanjian

Internasional

(SIPINA)

Kantor Pajak

Baloi Batam

Batam 19 Juli 2019

Kriminalisasi &

Perlindungan

Hukum

Keputusan Bisnis

Direksi

PERBARINDO

KEPRI

Jakarta 03 Agustus 2019

Sertifikasi

Kompetensi

Kerja Direktur

Tingkat I

PERBARINDO

KEPRI

Batam 02 September 2019

Merdeka Itu

BPR – Mulai

dari Nol

PT. BPR Asia

Sejahtera &

Eagle East

Tanjungpinang 14 September 2019

s/d

15 September 2019
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b. Direktur

Nama Program

Pelatihan

Penyelenggara Lokasi Tanggal

KELLY Manajemen

Risiko untuk

BPR

Strategic

Development

Group

Jakarta 23 Februari 2020

s/d

24 Februari 2020

MINI MBA PERBARINDO

Tanjungpinang-

Bintan

Tanjungpinang 01 Maret 2019

s/d

03 Maret 2019

KAP dan

Kebijakan

Perkreditan

Zpro Consulting Jakarta 30 Agustus 2019

Merdeka Itu

BPR – Mulai

dari Nol

PT. BPR Asia

Sejahtera &

Eagle East

Tanjungpinang 14 September 2019

s/d

15 September 2019

Best Practice

Risk

Management,

Risk Based

Approach (RBA)

For Compliance

PERBARINDO

Tanjungpinang-

Bintan

Tanjungpinang 21 September 2019
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PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai perusahaan ,

maka kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi dengan pemangku

kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian , dalam menjalankan hubungan

dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan

yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang

beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu

perusahaan menyadari pentingnya sikap tegas terhadap penanganan benturan kepentingan

yang terjadi di perusahaan, sehingga dapat terciptanya pengelolaan perusahaan yang baik ,

serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak

lainnya dalam pelaksaaan kerjasama dan interaksi dengan perusahaan.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai Pengaturan Benturan

Kepentingan sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan Benturan

Kepentingan PT. BPR Asia Sejahtera yang berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016.

Kebijakan tersebut disusun dengan tujuan sebagai berikut :

 Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya transaksi afiliasi yang mengandung

benturan kepentingan.

 Sebagai dasar untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang mengandung benturan

kepentingan dijalankan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta tidak merugikan Bank.

Kebijakan Benturan Kepentingn yang diterapkan kepada Komisaris , Direksi dan seluruh

karyawan Bank .Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota

Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan dilarang mengambil

tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib

mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Ketentuan lebih

lanjut tentang hal ini dituangkan dalam kebijakan internal dan prosedur operasional Bank.
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PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN

AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Salah satu risiko yang kita hadapi dalam kehidupan sehari – hari baik bagi institusi

seperti pemerintah maupun perusahaan serta perorangan yakni risiko kepatuhan, yakni

risiko yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan yang seharusnya ditaati,

dijalankan dan ditegakkan. Kepatuhan diartikan sebagai kesesuaian atau ketaatan

terhadap regulasi , hukum , kebijakan atau standar yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dalam ilmu manajemen risiko , risiko kepatuhan diklasifikasikan sebagai salah satu

risiko utama selain risiko lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial , fisik

maupun harta benda. Ketidakpatuhan akan menimbulkan risiko lain yang lebih besar

dampaknya.

Oleh karena itu , Bank dalam menjalankan usahanya mempunyai komitman yang tinggi

untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia , Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas

lainnya yang berlaku. Dalam rangka menginmplementasikan hal tersebut maka adanya

fungsi kepatuhan yang bersifat independen . Fungsi kepatuhan dibentuk untuk membantu

pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan kepatuhan . Fungsi Kepatuhan

dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari pengawasan aktif dewan komisaris dan

direksi.

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat

pencegahan / preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan

kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
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Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah menyusun

kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang

dapat di kelola dengan baik . selain itu satuan kerja kepatuhan membuat summarize ,

sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya

agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapakan prinsip-

prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Budaya Kepatuhan adalah suatu kondisi yang berintikan nilai, perilaku, dan tindakan

yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia / Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya tingkat risiko dalam kegiatan perbankan, PT. BPR Asia

Sejahtera senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan “Budaya Kepatuhan” di dalam

organisasi dan kegiatan usaha Bank. Langkah-langkah dalam rangka mendukung

terciptanya “Budaya Kepatuhan” antara lain dilakukan melalui pembuatan SOP dan

sosialisasi kepatuhan.

Sebagai industri yang memiliki risiko usaha yang sangat kompleks, Industri perbankan

harus senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang

memiliki keterkaitan dengan seluruh kegiatan operasional dan non operasional. Hal ini

merupakan bentuk kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan

kepatuhan akan menjamin seluruh kegiatan usaha sebuah bank untuk tetap berada di

bawah kendali Manajemen dan berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja

usaha yang bersih dan menguntungkan.

Selama tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera terus memantau semua peraturan baru yang

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan otoritas lainnya

seperti Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lain-lain.

Selama periode ini, OJK telah mengatur Tata Kelola BPR, Kepatuhan, SPFAIB ( Standar

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern ) dan Manajemen Risiko BPR untuk mendukung tetap

terjaganya kualitas pengelolaan BPR dan tercapainya pertumbuhan bisnis yang

berkesinambungan.
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PT BPR Asia Sejahtera menyadari pentingnya membangun budaya kepatuhan dan

pengendalian internal yang efektif salah satunya adalah membuat beberapa perubahan

agar peraturan perusahaan sesuai dengan tujuan PT BPR Asia Sejahtera .Untuk

mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia

Sejahtera telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif. Adapun upaya dan

langkah yang telah dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera selama

tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (OJK,

BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan dan

memahami setiap peraturan yang diterbitkan tersebut untuk selanjutnya menjadi

acuan/dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha.

2. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

3. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka

memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar

terhindar dari sanksi administratif dan denda.

4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses

penyelesaian oleh unit kerja terkait.

5. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan.

6. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai

dengan kondisi dan perkembangan terkini.

7. Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.

8. Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk

memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan

Otoritas Jasa Keuangan , Bank Indonesia dan peraturan terkait lainnya.

10. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh

pegawai BPR.



PT. BPR Asia Sejahtera | Laporan Tata Kelola 2019 48

Indikator Kepatuhan per Desember 2019

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimun ( KPMM ) mencakup risiko

kredit, risiko pasar dan risiko Operasional adalah 26,04 % berada diatas

ketentuan yang berlaku yaitu 12 %

b. Rasio NPL adalah 7,72 %

c. Rasio KAP adalah 4,10 %

d. Rasio ROA adalah 1,28 %

e. Cash Ratio adalah 10,56 %

f. Rasio LDR adalah 62,60 %

g. Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah

dipenuhi dengan baik

h. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap BMPK baik kepada pihak

terkait maupun kelompok usaha

Selama tahun 2019, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera

dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan

terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin

baik.

2. Fungsi Audit Intern

Audit Internal adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Fungsi

Audit Internal PT. BPR Asia Sejahtera bertujuan memberikan keyakinan yang

independen dan objektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris

dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

Fungsi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan

operasional PT.BPR Asia Sejahtera melalui kegiatan audit (assurance) dan konsultasi
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(consulting) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit

Internal membantu manajemen mencapai tujuannya dengan melakukan penilaian atas

kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola,

serta memberikan konsultasi bagi pihak internal PT. BPR Asia Sejahtera yang

membutuhkan. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses

pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) akan

melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Tugas utama audit internal adalah melakukan pemerikasaan dan pengawasan berbasis

risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak

langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan

Bank dan masyarakat . Audit Internal bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan

Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan

pemantauan atas hasil audit.

Audit internal pada industri perbankan harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif

dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan

berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berpotensi menimbulkan dalam

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Sistem pengendalian

internal perlu mendapatkan perhatian bank , mengingat bahwa salah satu faktor penyebab

terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya kelemahan dalam pelaksaan Sistem

Pengendalian Internal Bank.

Menyadari hal itu maka, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi dan

dilakukan oleh orang dalam perusahaan maka dibutuhkan adanya satu unit kerja khusus

yang bertugas melakukan fungsi kontrol atau audit.

Tugas utama audit internal adalah melakukan audit internal perusahaan dengan

menjamin sistem/manajemen yang ada di perusahaan supaya berjalan sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) atau instansi lainya. Melakukan pemeriksaan

dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara

langsung ataupun tidak langsungg diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya

secara baik kepentingan Bank dan masyarakat. Audit internal bertugas membantu
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Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit internal semakin penting. Audit

internal berfungsi memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT. BPR

Asia Sejahtera melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif.

Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan

pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaporkan temuan audit yangg

signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara

terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta

harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal agara efektivitasnya dapat

ditingkatkan. Bank menjadi good corporate governance memerlukan auditor internal

yang menjamin pengendalian risiko usaha dalam batasan lingkungan budaya yang

berlaku di perusahaan sehingga terdapat peningkatan terhadap kepatuhan dan efesiensi

usaha.

Fungsi audit internal dalam mewujudkan good corporate governance adalah untuk

memaksimalkan value bisnis perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip good

corporate governance seperti Transparency (keterbukaan informasi), Accountability

(akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian) dan

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Dasar Hukum Penunjukan PEAI

Merujuk kepada ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dari Otoritas Jasa

Keuangan yang telah dituangkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan

Komisaris, PEAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan

pendapat dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian PEAI dilaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai dengan alasan pengangkatan /

pemberhentian.
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RUPS

Direksi

Direktur
Utama

PEAI

Direktur

Komisaris

Struktur dan Kedudukan Pejabat Eksekutif Audit Intern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit

Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016

tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) PT. BPR Asia Sejahtera bertanggung jawab secara

struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi dan menjamin

kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak

lanjut temuan PEAI PT. BPR Asia Sejahtera , maka Pejabat Eksekutif Audit Intern

(PEAI) dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

Posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada struktur organisasi PT. BPR Asia Sejahtera :

Keterangan :

garis komunikasi / penyampaian informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksukutif Audit Intern

 Melaksanakan fungsi pengamanan dan kontrol atas kegiatan kantor
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 Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional

BPR yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan audit

 Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan

kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis

dokumen

 Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi

penggunaan sumber daya dan dana

 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang

diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

 Mengamankan harta kekayaan BPR, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi,

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta

mendorong ditaatinya kebijakan yang berlaku.

 Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan jadwal

yang telah disetujui oleh Direksi

 Melakukan pencatatan yang seksama dengan segera atas semua transaksi-transaksi

terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut yang mempunyai akibat

ekonomis/financial

 Mendiskusikan hasil temuan dengan unit kerja terkait serta memberikan saran

perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada unit kerja

terkait.

 Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan

tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).

 Memonitor hasil penyelesaian masalah yang terjadi di unit kerja tertentu pada tanggal

komitmen yang telah disepakati

 Melaporkan hasil penyelesaian atas tindak lanjut KKP kepada atasan untuk di review

 Mendokumentasikan KKP berikut lampirannya dan laporan bulanan

 Membuat suatu panduan kerja sehingga kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya

akan mudah dipahami dan pengontrolan yang difokuskan secara obyektif dan efektif

 Mendiskusikan hasil temuan audit yang dinilai berisiko tinggi ke Pejabat Eksekutif

Manajemen Risiko.

 Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan

Manajemen Risiko.

 Membaca dan memahami Pedoman Penerapan Program APU dan PPT BAS :
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 Melakukan pengendalian intern tentang pelaksanaan CDD dan EDD meliputi

jenis usaha, sumber penghasilan, sumber dana, tujuan penggunaan tergolong

resiko tinggi, menengah, atau rendah

 Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan

Program APU PPT dan melaporkan kepada Direksi dengan tepat waktu

 Mengontrol jalannya pelaksanaan prosedur dan prinsip Perlindungan Konsumen atas

setiap kegiatan bank.

 Fungsi Audit Intern dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi :

 Wajib melaksanakan audit intern terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 Wajib membuat jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatan

penyelenggaraan Teknologi Informasi.

 Menyusun laporan pelaksanaan fungsi audit intern terkait penyelenggaraan

Teknologi Informasi.

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Kegiatan Audit Internal berpedoman pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal meliputi kegiatan di segenap unit kerja pada

Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. BPR Asia Sejahtera.

Independensi

Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera independen terhadap unit kerja

operasional. PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat

berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Selama Tahun 2019

Pelaksanaan tugas audit intern selama tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

a. Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) telah melaksanakan audit dalam rangka :
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1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan

pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat,

dan Kantor Cabang, serta Pemeriksaan Khusus.

2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang

diperiksa pada semua unit kerja.

b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada :

1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan).

2. Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit

setiap akhir Desember selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan,

yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

c. Melakukan pemantauan (monitoring) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian

komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.

d. Pengembangan kompetensi sumber daya PEAI yang dilakukan melalui pelaksanaan

program pelatihan.

e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam hal ini tugas utama PEAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit

sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara

Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (monitoring) tindak lanjut

penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Audit Ekstern merupakan profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan

keandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan

dan informasi keuangan lainnya di audit oleh Audit Ekstern yang merupakan informasi

yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank dan stakeholder.

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan

persyaratan minimum  yang ditetapkan  dalam  ketentuan  serta telah memenuhi  aspek-

aspek  kapasitas KAP  yang  ditunjuk.  Legalitas perjanjian  kerja,  ruang  lingkup  audit,

standar  profesional akuntan publik serta komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan

Kantor Akuntan  Publik  dimaksud  telah berjalan  dengan  baik,  dan pelaksanaan  audit

dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
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Dalam  melaksanakan  fungsi  audit  ekstern,  KAP  mampu  bekerja  secara  independen,

memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup

audit yang ditetapkan. Fungsi Audit Ekstern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2017 Tentang

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan Dan Laporan

Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat yang diubah dengan dengan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan

Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

Independensi  akuntan  publik  dalam  melakukan  audit  laporan  keuangan tahun buku

2019 Laporan Keuangan PT. BPR Asia Sejahtera telah diaudit sesuai dengan Standard

Auditing  yang ditetapkan  Ikatan Akuntan Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

antara lain :

 Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan.

 Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun tersebut

sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.

 Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode

audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP

Indarto Waluyo untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera

tahun buku 2019 dengan imbalan jasa sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus

ribu rupiah). Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi

dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 01 November 2019. KAP

Indarto Waluyo telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
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Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT.

BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 12 Nopember

2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo melakukan audit laporan keuangan tahunan PT.

BPR Asia Sejahtera sebanyak 3 (tiga) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2017

sampai 2019

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia

Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun Kantor Akuntan Publik (KAP)

2019 Indarto Waluyo

2018 Indarto Waluyo

2017 Indarto Waluyo

2016 Drs. B. Sitepu

2015 Fachrudin & Mahyuddin

2014 Fachrudin & Mahyuddin

2013 Fachrudin & Mahyuddin

2012 Drs. Amir Hadyi

2011 Drs. Amir Hadyi

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

PEAI mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas

proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai

ketentuan dan standar yang berlaku dan independensi auditor eksternal tetap terjaga.

disamping itu, PEAI membantu memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan

dan seluruh temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan Bank, Kantor Akuntan Publik KAP Indarto

Waluyo telah melakukan fungsinya, antara lain :
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1. Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard

Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap

Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (Management Letter) kepada

Otoritas Jasa Keuangan.

3. Menjaga independensi selama melakukan penugasan.

4. Mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

tentang Perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang mengenai Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta

perjanjian kerja.

Hubungan antar Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Selama periode pelaksanaan audit tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera menjalin

komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor

eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor

eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi terbaru,

termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar.

Saran-saran perbaikan yang diterima dari auditor eksternal juga telah menjadi perhatian

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera untuk ditindaklanjuti.
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PENERAPAN PROGRAM APU dan PPT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan ( OJK ) nomor 12 /POJK.01/2017 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor

Jasa Keuangan dan telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 32 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan , unit kerja khusus BPR yang

bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT

mempunyai tugas paling kurang meliputi:

a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau

tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area

geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);

b. menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan

program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko

berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan

pertimbangan dan persetujuan Direksi;

c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan

oleh Nasabah;

d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam

huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain

produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha

BPR, volume transaksi BPR, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme;

e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data

yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;

f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;

g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk

memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi

Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
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i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;

j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara

efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BPR serta ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan OJK tentang APU dan PPT;

k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait

kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT

dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;

l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja

terkait;

m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan

penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;

n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang

disampaikan oleh satuan kerja;

o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai,

dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri :

 Bilamana terdapat laporan terjadi transaksi yang patut dicurigai, maka dalam

waktu 3 (tiga) hari kerja wajib melaporkan ke PPATK ( Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan ) dengan persetujuan Direksi dan tembusan kepada

Otoritas Jasa Keuangan

 Bilamana terjadi transaksi tunai dengan nominal ≥ Rp 500.000.000,- maka dalam

waktu 14 (empat belas) hari kerja, wajib menyampaikan laporan ke PPATK

dengan persetujuan Direksi dan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan

p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT

terlaksana dengan baik;

q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang

penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai BPR;

r. Memonitor terlaksananya Program APU dan PPT supaya selalu sesuai dengan

ketentuan OJK tentang Program APU dan PPT dan patuh kepada Undang-Undang

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
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s. Menyusun dan mencetak Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT secara berkala

kepada manajemen BPR dalam hal ini Pengurus BPR.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang:

a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit

organisasi PJK;

b. melakukan    koordinasi    dan    pemantauan    terhadap penerapan program APU dan

PPT oleh unit kerja terkait;

c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan

program APU dan PPT; dan

d. melaporkan     Transaksi     Keuangan     Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai,

dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan

Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Hal-hal yang telah dilakukan Aspek Pengenalan Nasabah selama tahun 2019 dalam

menjalankan fungsinya :

 Melakukan penyempurnaan Surat Keputusan ( SK ) Direksi mengenai Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

PT. BPR Asia Sejahtera yang disetujui DewanKomisaris;

 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah;

 Melakukan pelatihan dan sosialiasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
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PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2019

Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat , maka dalam

penerapan Manajemen Risiko tersebut, PT. BPR Asia Sejahtera telah melakukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas

Jasa Keuangan.

2. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Asia Sejahtera.

3. Menyampaikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Asia Sejahtera kepada

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk pemenuhan rencana tindak penerapan

Manajemen Risiko.

BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan baik, paling kurang mencakup

4 (empat) pilar yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta

sistem informasi Manajemen Risiko; dan

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Risiko yang harus dikelola BPR dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :

a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi

kewajiban kepada BPR.

b. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan

dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan

sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.
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c. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat

kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang- undangan yang mendukung

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan

pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 3 (tiga) jenis risiko, yaitu :

1. Risiko Kredit

 PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan.

 Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan

terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per produk kredit maupun

portofolio kredit secara keseluruhan.

2. Risiko Operasional

 PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Standar Operasi Prosedur di setiap unit

kerja Operasional.

 PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki suatu sistem persetujuan (approvals) dan

otorisasi (authorisations) yang terdokumentasi untuk meyakini

pertanggungjawaban dari suatu tingkatan manajemen yang sesuai.

3. Risiko Kepatuhan

 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, PT. BPR Asia

Sejahtera telah menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan dibantu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan PT. BPR Asia

Sejahtera.

 Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis

dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan

atau track record kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi

keuangantertentu.

 PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang

berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem
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internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada

karyawan terkait, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan kepatuhan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris. PT. BPR Asia Sejahtera juga telah memiliki dan

menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi

keuangan yang mencurigakan, PT. BPR Asia Sejahtera memiliki aplikasi yang

senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkankemampuannya.

PT. BPR Asia Sejahtera menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal

secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas

kegiatan usaha PT. BPR Asia Sejahtera dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan

mengacu kepada best practice melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari

produk baru dan aktivitas baru.

2. Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan

bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang

memadai terhadap seluruh risiko PT. BPR Asia Sejahtera dan mempunyai tugas pokok

untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen

mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

kepada Dewan Komisaris.

3. Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas pokok

menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko,

menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait

dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

4. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang

didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan

analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah

menghadapiperubahankondisi pasar.
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5. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan

sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit

kerja.

6. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.

7. Memantau kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera dengan prinsip pengelolaan Bank yang

sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perbankan menghadapi risiko yang berpotensi

meningkat dan kompleks yang disebabkan oleh dinamika perkembangan dan tuntutan, baik

secara internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan risiko secara

komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada aspek pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi

dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan

dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan

kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan GCG di PT BPR Asia Sejahtera, Audit Intern mempunyai peran penting

dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern, kepatuhan terhadap

peraturan dan mendorong governance process. Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan

Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif

terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR

yaitu :

1) Penerapan prinsip pemisahan fungsi (four eyes principle) secara memadai dan

dilaksanakan secara konsisten.

2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan,

prosedur dan limit.
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3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional

kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.

4) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

5) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku.

6) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.
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BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Adanya era globalisasi yang telah bergulir beberapa waktu silam , membuat setia negara

saling berpacu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi . Hal ini dikarenakan

era globalisasi telah memasuki semua bidang baik politik , budaya maupun dalam bidang

ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara harus

melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Masyarakat

indonesia sebagai bagian masyarakat dunia mau tidak mau harus menetapkan pelaksanaan

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Agar pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan

ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan

pengelolaan sumber daya alam , sumber daya manusia dan dana . Didalam masalah

pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga

keuangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama disebabkan oleh

fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara

efektif dan efesien.

Kegiatan perbankan salah satunya memberikan kredit dan berbagai jasa untuk membantu

masyarakat mengatasi kekurangan modal dalam mengelola , membiayai operasi dan

mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan efesiensi , produktivitas dan daya

saing. Pemberian kredit merupakan akivitas paling pokok dari perbankan , hal tersebut

merupakan salah satu fungsi intermediasi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat

kemudian menyalurkan kembali dan tersebut , namun resikonya juga relatif besar. Sebagai

antisipasinya, manajemen bank harus mengelolanya dengan prinsip kehati-hatian.

Bank memberikan kredit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia /

Otoritas Jasa Keuangan / Otoritas lainnya . Pemberian kredit kepada nasabah harus melalui

prosedur dan harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk mencegah timbulnya kredit

bermasalah yang melanda perbankan serta membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu , pemberian kredit kepada masyarakat merupakan proses yang membutuhkan

pertimbangan.
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Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan

konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang

mengakibatkan Pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu

dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih

prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki

eksposur besar (large exposure).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah :

1. Penyediaan Dana kepada PIHAK TERKAIT ditetapkan maksimum 10% dari modal bank

2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 20%

dari modal bank.

3. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT

maksimum 30% dari modal bank.

PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Nomor  49 /POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 41 /SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Perkreditan Rakyat. PT. BPR Asia Sejahtera menyampaikan laporan Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara teratur

dan tepat waktu.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak

terkait dan tidak terkait, sebagaimana diatur dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian

Kredit PT. BPR Asia Sejahtera. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Pedoman

Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana

kepada pihak terkait dan kepada debitur tidak terkait dalam jumlah besar senantiasa

dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25

debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2019 :

No. Penyediaan Dana Jumlah Debitur Nominal

1 Pihak Terkait 1 Rp 35.000.026,-

2 Group / Debitur Terbesar 25 Rp 19.341.601.649,-
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RENCANA BISNIS BPR

Strategi dan kebijakan menajemen yang dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan

usaha PT.BPR Asia Sejahtera selama tahun 2019 telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis

dengan memperhatikan kecukupan modal, pertumbuhan aset yang sehat dan cost efisiensi

tanpa mengurangi kualitas layanan kepada nasabah.

Bank lebih mengutamakan penyaluran kredit pada usaha produktif skala mikro dan kecil

yang sudah dikenal tabiat dan karakteristiknya dengan memberikan tingkat bunga yang

kompetitif dan terjangkau dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana dan fokus pada

pembiayaan kredit modal kerja, investasi dan konsumsi yang disebarkan pada usaha yang

berpotensi di bidang perdagangan, jasa-jasa dan konsumtif. Namun, dengan tetap

memperhatikan peluang pada sektor bisnis yang lain dan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian.

ARAH KEBIJAKAN BPR

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja sesuai dengan rencana yaitu program

kerjasama Dukcapil dalam rangka mengakses informasi e-KTP untuk memverifikasi

kebenaran dan keakuratan data nasabah baru.

2) Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia yang tersedia dan meningkatkan

kompetensi melalui program pelatihan karyawan. Target pencapaian kinerja juga dapat

terukur dan dievaluasi secara berkesinambungan.

3) Meningkatkan rasio LDR melalui ekspansi penyaluran kredit. Hubungan antara LDR

terhadap profitabilitas bank adalah bahwa LDR menunjukan tingkat kesehatan bank

apabila bank sehat kemampuan bank dalam menciptakan laba akan bertambah. Faktor

ekspansi kredit yang ditunjukan dengan rasio LDR sangat penting oleh bank dalam

menjalankan fungsi intermediasinya dengan tujuan untuk memperoleh laba yang didapat

dari selisih penerimaan bunga kredit dengan beban bunga simpanan (spread). Dengan

peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank

untuk meningkatkan kemampuan dalam memperoleh laba.

4) Melakukan penyelesaian kredit-kredit bermasalah secara lebih intensif.

Langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank bagi nasabah yang masih

mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

adalah penagihan intensif oleh bank kepada nasabah agar memenuhi seluruh
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kewajibannya. Apabila tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut, maka BPR akan

melakukan penyelesaian secara AYDA ataupun lelang.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Untuk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan, maka BPR akan menerapkan

strategi-strategi sebagai berikut:

a. Mempercepat proses pemberian kredit dengan meningkatkan kualitas SDM yang lebih

efektif dan berpengalaman.

b. Melakukan pemasaran produk BPR kepada masyarakat dengan pendekatan personal

yang disertai dengan ide-ide usaha bagi masyarakat.

c. Memanfaatkan fasilitas akses data kependudukan melalui hasil kerjasama asosiasi

dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat

meningkatkan kualitas identifikasi calon nasabah.

d. Peningkatan analisa kredit untuk menghindari pemberian kredit yang tidak layak dan

dapat menimbulkan NPL.

e. Mengkoordinasi kepada pihak vendor terkait pengembangan CBS yang lebih efisien

untuk meningkatkan efektivitas kerja seperti implementasi proses pelaporan Lapbul

melalui website APOLO OJK

RENCANA DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK TAHUN 2019

a. Program Kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam

rangka mengakses informasi e-KTP yang ada di Dukcapil yang telah dilakukan

berdasarkan perjanjian kerjasama. Dengan tersedianya infrastruktur informasi data

kependudukan yang dapat diakses secara langsung, proses verifikasi data nasabah baru

akan semakin mudah, akurat dan efektif. Kedepannya akses informasi e-KTP dapat

sepenuhnya diakses secara offline maupun online baik di kantor pusat maupun di kantor

cabang sehingga dapat meningkatkan efektifitas penerapan prinsip mengenal nasabah.

b. Melakukan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan serta meningkatkan

pengenalan masyarakat terhadap perbankan, khususnya kepada BPR. Edukasi literasi

keuangan akan dilaksanakan bersamaan dengan pengenalan mobil Simolek dan

peringatan hari BPR.
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RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi struktur organisasi sesuai POJK

No.4/POJK.03/2015 Tata Kelola dan POJK No.13/POJK.03/2015 Manajemen Risiko terkait

dengan modal inti BPR, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif

Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT, Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat

penanggungjawab TI.

Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja yang menangani

pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional seperti ISO (Information

System Officer) yang secara independen tidak merangkap di unit kerja operasional, bisnis dan

unit kerja lain. Pejabat Eksekutif Audit Intern khusus hanya mengelola audit intern.
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TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi Keuangan PT.BPR Asia Sejahtera telah dituangkan secara jelas dan

transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

1. Laporan Tahunan antara lain mencakup :

a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, profil perusahaan, data

keuangan, Strategi dan kebijakan manajemen.

b. Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dan Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 tahun

buku

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

PT BPR Asia Sejahtera telah mengumumkan laporan keuangan publikasi secara triwulan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan publikasi ditandatangani 2 orang

anggota direksi.

Pengumuman laporan keuangan publikasi dilakukan di papan pengumuman PT BPR Asia

Sejahtera secara triwulan, khusus laporan keuangan triwulan IV diumumkan pada papan

pengumunan dan surat kabar berbahasa indonesia yang mempunyai peredaran luas

ditempat kedudukan kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera

TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

PT.BPR Asia Sejahtera telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas,

akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui

website, media sosial dan media cetak.
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RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio Skala Perbandingan

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 5,20

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 2,04

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,24

Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 1,65

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 2,81

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah hak pegawai yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang diterima oleh

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
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PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Fraud berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan perusahaan, Perusahaan besar

mungkin dapat bertahan akibat enam atau tujuh fraud tetapi perusahaan kecil mungkin tidak

akan pernah dapat bertahan. Untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif saat ini, perusahaan

harus proaktif dalam memerangi fraud.

Fraud atau penyimpangan internal adalah bahaya yang dapat terjadi pada sebuah perusahaan,

termasuk tentu industri perbankan. Fraud dapat merugikan perusahaan, tidak hanya

berdampak finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan

terhadap perusahaan. Setiap fraud juga akan dapat memunculkan fraud-fraud lainnya. Fraud

dalam jumlah besar misalnya, dapat mengganggu kinerja perusahaan dan pada akhirnya

menurunkan kemampuan perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya, sehingga

karyawannya merasa terdesak dan terpaksa melakukan fraud.

Tujuan anti fraud merupakan wujud komitman manajeman dalam mencegah terjadinya fraud

dengan menerapkan suatu sistem pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan

berkesinambungan. Sistem pengendalian fraud ini mengarahkan dalam menentukan langkah-

langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi dan memantau kejadian fraud.

Dalam rangka mencegah terjadi kasus Fraud pada PT.BPR Asia Sejahtera serta implikasinya

yang dapat merugikan nasabah dan/atau perusahaan, maka PT.BPR Asia Sejahtera

melakukan peningkatan efektifitas pengendalian intern sebagai upaya meminimaliskan risiko

fraud dengan cara menerapakan strategi anti fraud dan kepatuhan terhadap peraturan yang

berlaku.

Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen PT.BPR Asia Sejahtera dalam

mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Strategi ini

menuntut manajemen untuk mengarahakan sumber daya manusia agar melakukan

pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan

namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai

bagian dari strategi yang bersifat intergal dalam pengendalian fraud.
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Selama tahun 2019, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris,

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Asia Sejahtera terkait dengan kegiatan

operasional bank.

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun Direksi Dewan

Komisaris

Pegawai Tetap Pegawai Tidak

Tetap

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Total Fraud - - - - - - - -

Telah

diselesaikan

- - - -

Dalam proses

penyelesaian di

internal BPR

- - - - - - - -

Belum

diupayakan

penyelesaiannya

- - - - - - - -

Telah

ditindaklanjuti

melalui proses

hokum

- - - -
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PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. BPR Asia Sejahtera selalu menghadapi risiko-

risiko yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Permasalahan hukum

merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi PT. BPR Asia Sejahtera selama periode

tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Pengungkapan mengenai

permasalahan hukum selama tahun 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019, di PT. BPR Asia Sejahtera tidak terdapat laporan mengenai adanya

transaksi benturan kepentingan.

No Nama dan Jabatan

Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil

Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan Rupiah)

Keterangan

NIHIL
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PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PT. BPR Asia Sejahtera tidak terlibat di dalam kegiatan politik namun turut berpartisipasi

dalam pemberian dana untuk kepentingan / kegiatan sosial.

Kegiatan sosial adalah salah satu bentuk kepedulian seseorang atau kelompok terhadap

individu atau kelompok lain yang dirasa memiliki keterbatasan kondisi. Keterbatasan kondisi

ini dapat berupa keterbatasan sandang, pangan, papan, maupun kesehatan / fisik yang

disebabkan oleh berbagai kondisi. Misalnya, seperti bencana, penyandang disabilitas, ataupun

kondisi keuangan. Kegiatan sosial saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh

berbagai golongan. Kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, kunjungan sosial, pemeriksaan

kesehatan gratis, maupun gerakan-gerakan seperti gerakan Indonesia mengajar juga

merupakan bentuk kepedulian sosial.

Kegiatan sosial banyak dipahami sebagai bentuk bantuan secara langsung untuk masyarakat

kurang mampu. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa

bantuan tersebut akan lebih baik, jika memiliki nilai esensi yang baik pula. Misalnya saja,

seperti pemberian jasa perpustakaan keliling bagi masyarakat di daerah terpencil dan kegiatan

lainnya. Manfaat dari kegiatan sosial ini adalah dapat memberikan bantuan berupa ilmu

pengetahuan yang disalurkan melalui buku-buku.

PT BPR Asia Sejahtera dalam melakukan kegiatan sosial merupakan suatu bentuk

implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responsibility). Corporate Social Responsibility merupakan suatu yang penting dalam

kerangka sustainabillty , yang mencakup aspek ekonomi , lingkungan dan sosial budaya.

Dalam implementasi Corporate Social Responsibility , PT BPR Asia Sejahtera tidak hanya

mendapatkan keuntungan ekonomi , tetapi juga dapat mencegah terjadinya konflik.

Kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT. BPR Asia Sejahtera yaitu

dalam bentuk pemberian bantuan pada saat pelaksanaan edukasi. Selain pelaksanaan edukasi

PT. BPR Asia Sejahtera juga memberikan bantuan sosial dalam bentuk sumbangan. Jumlah

dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial pada tahun 2019 sebesar Rp 2.000.000,-.
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Adapun rincian penyaluran dana dimaksud sebagai berikut :

No Penerima Dana Jenis Kegiatan Jumlah

1 Masyarakat Tanjungpinang Pemberian Uang Tunai dalam

rangka mewujudkan milenial cinta

lalu lintas menuju indonesia

gemilang

Rp   1.000.000,-

2 Masyarakat Tanjungpinang Penyediaan 105 paket sembako

melalui Program Rumah Tangga

Sasaran ( RTS )

Rp 1.000.000,-
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PENILAIAN SENDIRI ( SELF ASSESSMENT )

PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penerapan tata kelola adalah salah satu alat untuk membangun kepercayaan nasabah,

masyarakat maupun dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga

bank untuk berkembang . Produk utama bank adalah jasa pengelolaan uang bagi masyarakat ,

tentunya tanpa kepercayaan yang penuh masyarakat tidak akan mau membiarkan suatu bank

untuk menyimpan dan mengelola dana yng dititipkan. Penerapan tata kelola akan

berpengaruh pada kode etik perbankan yang menjadi faktor  penting dalam menjalankan

kegiatan operasional bank sehari-hari.

Untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT BPR Asia Sejahtera telah

melakukan Self Assesment Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola

bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan penerapan tata kelola adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi

para stakeholder makan prinsip-prinsip tata kelola harus diwujudkan dalam hubungan bank

dengan pra stakeholder.

PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) atas penerapan

tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) pada tahun 2019 ,  yaitu  penilaian

terhadap   Pelaksanaan  Tata Kelola Terintegrasi  dengan  memperhatikan  signifikansi  atau

materialitas suatu  permasalahan secara keseluruhan,  sesuai skala, karakteristik dan

kompleksitas usaha PT BPR Asia Sejahtera.

Penilaian  terhadap  kecukupan   struktur  Tata  Kelola Terintegrasi    terhadap   pelaksanaan

tugas    dan   tanggung jawab  Dewan  Komisaris, Direksi,  Komite  dan  Satuan   Kerja pada

PT BPR Asia Sejahtera,  ketersediaan kebijakan dan prosedur PT BPR Asia Sejahtera,  sistem

informasi  manajemen  serta  tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing struktur  organisasi

telah mencukupi  dan  dilaksanakan  dengan  efektif (aspek  proses tata  kelola terintegrasi) .
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